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Isu Kunci 

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut:  
1) Penerapan GHG Management di sektor pertambangan belum optimal akibat tidak 

adanya kewajiban pelaporan emisi yang terstandar dan mengikat, sehingga 

pengungkapan emisi masih bersifat sukarela dan tidak konsisten. 

2) Regulasi pengurangan emisi dan perdagangan karbon masih belum sinkron antara 

pemerintah dan perusahaan tambang.  

3) Nilai ekonomi karbon Indonesia belum optimal karena pasar karbon nasional belum 

terintegrasi dengan pasar global.  

4) Rendahnya integrasi kebijakan dekarbonisasi berpotensi menurunkan daya saing 

industri pertambangan Indonesia di pasar internasional.  

5) Kapasitas industri dalam menerapkan teknologi rendah emisi dan pelaporan karbon 

masih terbatas.  

 

Ringkasan 

Policy brief ini membahas penguatan tata kelola GHG Management pada sektor 

pertambangan di Indonesia serta implikasinya terhadap pencapaian target Net Zero 

Emission (NZE) nasional dan daya saing industri di pasar internasional. Sektor 

pertambangan sebagai salah satu kontributor utama emisi gas rumah kaca masih 

menghadapi berbagai kendala struktural, terutama lemahnya integrasi kebijakan, 

koordinasi antarinstansi, serta belum optimalnya implementasi pengurangan emisi, 

pengawasan, dan pelaporan karbon. Mekanisme nilai ekonomi karbon dan pasar karbon 

nasional juga belum berjalan efektif serta belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem 

perdagangan karbon global. Di tingkat perusahaan, keterbatasan kapasitas dalam 

penerapan teknologi rendah karbon dan sistem pelaporan emisi turut menghambat upaya 

dekarbonisasi sektor pertambangan. Policy brief ini menekankan pentingnya harmonisasi 

kebijakan, penguatan sistem Measurement, Reporting, and Verification (MRV), integrasi 

pasar karbon, serta dukungan insentif bagi industri rendah karbon sebagai strategi untuk 

memperkuat tata kelola GHG Management dan mendukung transformasi sektor 

pertambangan yang berkelanjutan serta berdaya saing.  

Kata kunci: Greenhouse Gas Management, Industri Pertambangan, Emisi Karbon, Integrasi  

       Kebijakan Emisi, ESG 
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Pendahuluan 

Pemanasan global akibat meningkatnya 

konsentrasi gas rumah kaca telah menjadi ancaman 

nyata bagi kelestarian lingkungan dan 

keberlangsungan pembangunan di Indonesia 

(Hardiyanto et al., 2023). Di Indonesia, emisi gas 

rumah kaca dari aktivitas industri dan perusahaan 

menjadi faktor pendorong utama perubahan iklim 

(Handayani, 2021), dengan sektor energi, khususnya 

pertambangan dan energi fosil, sebagai kontributor 

terbesar emisi nasional (Saputra et al., 2024). Sektor 

industri seperti besi dan baja, metalurgi, semen, 

serta pulp dan kertas bahkan tercatat sebagai 

pengguna batu bara terbesar kedua setelah 

pembangkit listrik (Indonesia Energy Transition 

Outlook, 2023). Dalam kondisi ini, penerapan GHG 

Management sebagai upaya sistematis untuk 

mengukur, memantau, dan mengendalikan emisi 

menjadi krusial agar perusahaan dapat 

mengidentifikasi sumber emisi, menerapkan 

teknologi rendah karbon, dan mendukung target Net 

Zero Emission (NZE).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Emisi Lapangan Usaha (Industri) 2018-2022 Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik (2024) 

 
Gambar 2. Emisi Industri Pengolahan (Manufacturing) 2018-2022 Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik (2024)

Total emisi lapangan usaha (industri) naik 

sekitar 17 persen, dari 759,22 juta ton CO₂e pada 

tahun 2018 menjadi 887,23 juta ton CO₂e pada 

tahun 2022. Peningkatan serupa juga terlihat pada 

sub-sektor industri pengolahan, yang melonjak dari 

229.445 juta ton CO₂e pada 2018 menjadi 340.711 

juta ton CO₂e pada 2022. Tren ini mengindikasikan 

belum adanya kewajiban GHG Management yang 

terstandar bagi perusahaan pertambangan dan 

industri dalam mendorong adopsi teknologi rendah 
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karbon secara sistematis. GHG Management yang 

mencakup pengukuran, pelaporan, verifikasi, dan 

pengurangan emisi terbukti menjadi instrumen 

efektif untuk memastikan kepatuhan regulasi 

sekaligus meningkatkan efisiensi operasional 

(Gabriel et al., 2021). Transparansi emisi dipengaruhi 

oleh faktor internal seperti ukuran perusahaan dan 

kinerja lingkungan (Yauri & Widianingsih, 2023), 

sejalan dengan itu, tata kelola perusahaan juga 

berperan penting dalam meningkatkan 

pengungkapan dan kinerja emisi karbon (Puspita & 

Elviana, 2025).   

Oleh karena itu, standar global seperti IFC 

Performance Standards, Copper Mark, dan Initiative 

for Responsible Mining Assurance (IRMA) telah 

menetapkan kewajiban penghitungan, penurunan, 

dan pelaporan emisi sebagai prasyarat operasi 

tekanan eksternal yang semakin sulit diabaikan oleh 

perusahaan yang berorientasi pasar internasional. 

Rendahnya transparansi emisi karbon bukan 

hanya persoalan lingkungan, tetapi juga risiko 

finansial. Perusahaan yang tidak mampu 

menunjukkan kinerja lingkungan yang terukur 

berisiko kehilangan akses pembiayaan dan 

mengalami penurunan nilai saham di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) (Ramdani et al., 2024). Tekanan ini 

semakin menguat seiring integrasi indikator 

Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam 

penilaian investasi BEI ketidakpatuhan terhadap 

standar ESG berdampak langsung pada penurunan 

rating, berkurangnya minat investor, dan 

terbatasnya akses pasar modal (BEI, 2024). 

Namun demikian, dorongan pasar saja tidak 

cukup. Hingga saat ini, belum terdapat kewajiban 

pelaporan emisi yang terstandar bagi perusahaan 

pertambangan dan industri di Indonesia, insentif 

ekonomi untuk pengurangan emisi masih terbatas, 

dan regulasi yang ada belum disertai mekanisme 

verifikasi yang kredibel. Akibatnya, pengungkapan 

emisi bersifat sukarela dan tidak konsisten, sehingga 

tidak dapat dijadikan dasar kebijakan yang efektif. 

Kondisi ini menegaskan perlunya kerangka regulasi 

GHG Management yang mewajibkan pengukuran, 

pelaporan, dan verifikasi emisi secara sistematis di 

tingkat perusahaan. 

Pembahasan  

GHG Management dalam Tata Kelola 

Industri Pertambangan 

GHG Management menjadi aspek strategis 

dalam tata kelola industri pertambangan di tengah 

meningkatnya tekanan global terhadap 

pengurangan emisi karbon. Namun, efektivitas 

penerapannya di Indonesia masih terkendala oleh 

sejumlah policy gap yang mendasar. Dari sisi 

regulasi, kerangka hukum yang tersedia mulai dari 

UU No. 32 Tahun 2009, PP No. 22 Tahun 2021, 

Perpres No. 61 Tahun 2011 tentang RAN-GRK, 

hingga Perpres No. 71 Tahun 2011 tentang 

Inventarisasi GRK Nasional bersifat umum dan 

belum secara spesifik mewajibkan GHG 

Management di sektor pertambangan. Tidak adanya 

standar pengukuran dan pelaporan emisi yang 

sektoral menjadikan kepatuhan bersifat interpretatif 

dan sulit diverifikasi. 

Kondisi ini diperparah oleh absennya 

kewajiban pelaporan emisi yang terstandar dan 

mengikat, sehingga pengungkapan emisi masih 

bergantung pada inisiatif sukarela masing-masing 

perusahaan. Akibatnya, data emisi yang dihasilkan 

tidak konsisten dan tidak dapat dijadikan dasar 

kebijakan yang efektif. Di sisi lain, insentif ekonomi 

untuk mendorong pengurangan emisi di sektor 

industri juga masih sangat terbatas. Padahal, studi 

menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan emisi 

karbon yang dirancang dengan baik justru 

berpotensi meningkatkan profitabilitas perusahaan 

(Wang et al., 2022). Tanpa insentif yang memadai, 

perusahaan cenderung memandang GHG 

Management sebagai beban biaya, bukan sebagai 

investasi strategis menuju target Net Zero Emission 

nasional. 

Penerapan GHG Management 

Pelaksanaan GHG Management di tingkat 

perusahaan perlu dilakukan secara terstruktur agar 

tujuan dekarbonisasi dapat tercapai secara efektif, 

langkah yang dilakukan antara lain: 

1. Inventarisasi dan Penetapan Baseline Emisi 

Inventarisasi tahunan emisi dapat dilakukan 

mengacu pada berbagai standar 

https://doi.org/10.29244/agro-maritim.0802.1613-1620
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internasional, salah satunya IFC 

Performance Standard 3 yang menekankan 

pengukuran, pelaporan, dan pengendalian 

emisi secara berkala. Penetapan baseline 

emisi dilakukan dengan menghitung total 

emisi pada tahun rujukan tertentu 

mencakup emisi langsung dari operasional 

(Scope 1), emisi tidak langsung dari 

penggunaan energi (Scope 2), dan emisi dari 

rantai pasok (Scope 3) — yang kemudian 

dijadikan acuan untuk mengukur kemajuan 

pengurangan emisi dari waktu ke waktu. 

Sebagai contoh, perusahaan pertambangan 

dapat menetapkan baseline dengan 

mencatat total konsumsi bahan bakar alat 

berat, emisi dari proses pengolahan mineral, 

dan konsumsi listrik seluruh fasilitas, lalu 

mengkonversinya ke satuan CO₂e 

menggunakan faktor emisi yang berlaku. 

Baseline ini menjadi prasyarat bagi sistem 

Measurement, Reporting, and Verification 

(MRV) yang kredibel sebuah mekanisme 

yang hingga kini belum diwajibkan secara 

sektoral di Indonesia. 

2. Pengelolaan Emisi pada Rantai Pasok  

Tahap kedua adalah memperluas cakupan 

pengelolaan emisi hingga ke rantai pasok 

melalui life cycle assessment, sehingga 

perusahaan dapat mengidentifikasi dan 

mengurangi emisi dari seluruh tahap 

produksi. Sejalan dengan hal ini,  

Lintukangas (2023), menjelaskan bahwa 

pengukuran emisi pada rantai pasok 

membantu perusahaan memetakan risiko 

iklim secara lebih akurat sekaligus 

memperkuat strategi mitigasi. 

3. Implementasi Dekarbonisasi dan Mitigasi 

Perubahan Iklim 

Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan 

program dekarbonisasi, yaitu mitigasi 

perubahan iklim. Untuk melaksanakannya, 

perusahaan perlu membentuk tim 

pelaksana yang kompeten serta memastikan 

dukungan anggaran yang memadai. 

4. Kolaborasi Pemangku Kepentingan 

Keterlibatan masyarakat dan pihak eksternal 

perlu dilakukan agar strategi pengurangan 

emisi sejalan dengan kepentingan sosial dan 

ekonomi lokal. Hal ini sejalan dengan 

pandangan Marcu et al. (2021) yang 

menegaskan bahwa kemitraan antara 

perusahaan, pemerintah, dan masyarakat 

dapat mempercepat pencapaian target 

dekarbonisasi melalui sinergi kebijakan. 

5. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan 

Tahap terakhir adalah memastikan 

keberlanjutan melalui sistem pemantauan 

dan evaluasi. Menurut Onyeaka (2024), 

keberhasilan pengelolaan emisi bergantung 

pada sistem pemantauan yang transparan. 

Pemantauan perlu dilakukan melalui dua 

pendekatan, yaitu leading (pemantauan 

langsung terhadap pelaksanaan program) 

dan lagging (evaluasi terhadap hasil mitigasi 

dan adaptasi). 

Tantangan Implementasi GHG 

Management 

Implementasi sistem GHG Management di 

industri pertambangan masih menghadapi berbagai 

hambatan struktural dan kelembagaan. Salah satu 

tantangan utama adalah ketimpangan akses 

terhadap modal dan teknologi antara pelaku industri 

besar dan masyarakat terdampak. Perusahaan besar 

cenderung memiliki kapasitas finansial dan teknis 

untuk menerapkan teknologi rendah karbon, 

sementara masyarakat di sekitar tambang memiliki 

akses terbatas untuk beradaptasi terhadap dampak 

perubahan iklim. Menurut Sovacool et al. (2021), 

ketimpangan iklim ini menuntut intervensi 

pemerintah untuk mencegah kegagalan pasar dalam 

pengendalian emisi. 

Dari sisi kebijakan, tantangan muncul akibat 

fragmentasi kelembagaan dan belum berfungsinya 

nilai ekonomi karbon secara efektif. Setiap sektor 

industri, energi, dan lingkungan memiliki target dan 

sistem penghitungan emisi yang berbeda, sehingga 

koordinasi menuju target NZE nasional belum 

sinkron. Selain itu, pasar karbon nasional masih 

belum terintegrasi dengan pasar global, tercermin 

https://doi.org/10.29244/agro-maritim.0802.1613-1620
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dari kesenjangan harga yang sangat signifikan harga 

karbon domestik Indonesia hanya sekitar Rp 58.800 

per ton CO₂e, jauh di bawah harga karbon China 

yang mencapai Rp 225.000, dan Uni Eropa yang 

berada di kisaran Rp 1,1 juta per ton (DML, 2024). 

Harga rata-rata EU ETS sendiri tercatat €65 per ton 

CO₂ pada 2024, dan diproyeksikan terus meningkat 

hingga mendekati €100 per ton pada periode 2026–

2030 (EEA, 2024). Kesenjangan harga ini 

menyebabkan mekanisme perdagangan karbon 

belum menarik bagi sektor swasta, dan sejalan 

dengan peringatan World Bank (2024) bahwa harga 

karbon Indonesia masih jauh di bawah ambang 

keekonomian global yang ideal untuk mendorong 

investasi, yaitu USD 40–80 per ton CO₂. 

Dari sisi internal perusahaan, hambatan 

terletak pada keterbatasan kapasitas teknis dan 

pendanaan. Standar internasional seperti IRMA dan 

IFC PS mensyaratkan perusahaan untuk memiliki 

inventarisasi tahunan, penilaian risiko iklim, dan 

program mitigasi yang terukur. Namun, banyak 

perusahaan tambang di Indonesia belum memiliki 

sistem pemantauan, pelaporan, dan perbaikan 

berkelanjutan yang dijalankan secara konsisten. 

Oleh karena itu, keberhasilan implementasi GHG 

Management memerlukan sinergi antara kebijakan 

pemerintah dan strategi korporasi, dengan 

memperkuat integrasi kelembagaan, memperluas 

pasar karbon, serta mendorong insentif fiskal bagi 

investasi rendah emisi. 

Rekomendasi 

Bagian Penerapan GHG Management di 

industri pertambangan memerlukan dukungan 

kebijakan dan strategi yang terarah dari berbagai 

pihak. Peran pemerintah dan perusahaan perlu 

saling melengkapi agar pelaksanaan berjalan efektif 

dan sejalan dengan target keberlanjutan nasional. 

Dari sisi pemerintah, peran utama terletak pada 

upaya menciptakan kebijakan yang terarah bagi 

penerapan GHG Management. Beberapa langkah 

yang dapat dilakukan antara lain:  

1. Mewajibkan pelaporan emisi karbon 

(mandatory carbon reporting) bagi seluruh 

perusahaan pertambangan dan industri 

berat sebagai kewajiban hukum, bukan 

sukarela. Kewajiban ini perlu disertai 

standar pengukuran yang seragam dan 

sanksi yang jelas bagi perusahaan yang tidak 

patuh. 

2. Memperkuat sistem Measurement, 

Reporting, and Verification (MRV) secara 

nasional dengan membentuk lembaga 

verifikasi independen yang berwenang 

memvalidasi data emisi perusahaan, 

sehingga data yang dihasilkan kredibel dan 

dapat dijadikan dasar kebijakan yang efektif. 

3. Mengintegrasikan pasar karbon Indonesia 

dengan mekanisme internasional melalui 

penetapan harga dasar karbon yang 

kompetitif dan bertahap mengacu pada 

standar global USD 40–80 per ton CO₂ guna 

mendorong partisipasi sektor swasta yang 

saat ini masih sangat rendah akibat harga 

karbon domestik yang jauh di bawah 

keekonomian global. 

4. Memberikan insentif fiskal berupa 

pengurangan pajak atau kemudahan 

pembiayaan hijau bagi perusahaan yang 

mengadopsi teknologi rendah karbon dan 

melaporkan emisinya secara transparan, 

sebagai penyeimbang beban investasi 

dekarbonisasi. 

Sementara dari sisi perusahaan, diperlukan 

penguatan kapasitas internal agar pengelolaan emisi 

dapat dilakukan secara efektif dan terukur. Upaya 

yang perlu diperhatikan meliputi: 

1. Menetapkan baseline emisi dan target 

pengurangan yang terukur sesuai dengan 

standar IPC PS, IRMA, dan Copper Mark. 

2. Membangun kapasitas teknis internal untuk 

menjalankan sistem pemantauan dan 

pelaporan emisi secara berkelanjutan, 

termasuk pelatihan SDM dan investasi pada 

teknologi pengukuran emisi yang andal. 

3. Memperluas cakupan pengelolaan emisi 

hingga ke rantai pasok melalui life cycle 

assessment agar seluruh sumber emisi dari 

operasional hingga pengadaan dapat 

diidentifikasi dan dimitigasi secara 

sistematis. 

4. Menjalin kolaborasi aktif dengan pemangku 

kepentingan termasuk pemerintah daerah, 
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masyarakat sekitar, dan mitra internasional 

untuk memastikan strategi dekarbonisasi 

sejalan dengan kepentingan sosial, ekonomi 

lokal, dan standar pasar global. 

5. Melakukan evaluasi berkala terhadap 

program mitigasi melalui pendekatan 

leading dan lagging untuk memastikan 

efektivitas dekarbonisasi dan mendorong 

perbaikan yang terukur dari waktu ke waktu. 

Kesimpulan  

Industri pertambangan Indonesia 

menghadapi kesenjangan serius antara komitmen 

iklim nasional dan realitas pengendalian emisi di 

lapangan. Data BPS menunjukkan tren kenaikan 

emisi sektor industri yang konsisten, sementara 

kebijakan yang ada belum mampu mendorong 

perubahan perilaku korporasi secara sistematis  

akibat fragmentasi kelembagaan, ketiadaan 

kewajiban pelaporan yang mengikat, dan harga 

karbon domestik yang jauh di bawah keekonomian 

global. 

Di tingkat perusahaan, keterbatasan kapasitas 

teknis dan minimnya insentif ekonomi menjadi 

hambatan utama penerapan GHG Management 

sesuai standar internasional. Tanpa kerangka 

regulasi yang mewajibkan pengukuran, pelaporan, 

dan verifikasi emisi secara terstandar, target NZE 

nasional akan sulit tercapai. 

Reformasi kebijakan yang konkret mulai dari 

mandatory carbon reporting, penguatan sistem 

MRV, integrasi pasar karbon dengan mekanisme 

global, hingga insentif fiskal untuk teknologi rendah 

karbon bukan lagi pilihan, melainkan prasyarat agar 

industri pertambangan Indonesia dapat bertransisi 

menuju tata kelola yang berkelanjutan dan berdaya 

saing global. 
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